BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

- NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG:

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BOGOR,

a. bahwa desa sebagai sualu kesaluan masyarakat

hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan
memilki kewenangan mengalur dan mengurus
kepentingan masyarakatnya sendri, dalam rangka
menunjang pelaksanaan fugasnya perdu program
lerencana yang dluangkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;

. bahwa  unfuk  meningkatkan  pembinaan

penyelenggaraan Pemerinfahan Desa secara
berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan
perkembangan pemerintzhan dan pembangunan
nasional, maka perdu mengalur pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa dalam peraluran daerah.

Mengingat:1.......
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Mengingat

. Undang-undang Nomor 14 Tahwn 1950, tenlang

Pemerinlahan  Daerah  Kabupalen  dalam
Lingkungan Jawa Baral ({Besita Negara Tahun 1950
Nomor 8);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, fentang

Pemeriniahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambzhan Lembaran Negara
Nomor 3839);

. Undangundang Nomor 25 Tahun 1999, tentang
“Perimbangan Keuangan Anlara Pemenniah Pusat

dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomaor
72, Tambahan Lembaran Negara Nom or 3845);

. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

1982, tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan
Desa, Pengurusan dan Pengawasannya; '

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun

1982, tenlang Pelaksanaan Administrasi Keuangan
Desa;

. Kepulusan  Menteri Dalam Negeri Nomor 63
*Tahun 1999, fentang Pefunjuk Pelaksanaan dan

Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

. Kepulusan Menten Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

1999, tenlang Pedoman Umum Pengaluran
mengenai Desa.
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Menetapkan

Dengan perselujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dmaksud dengan :

1. Pemerinlah Pusal yang seanjulnya dsebul
Pemeriniah, adalah Perangkal Negara Kesaluan
Republik Indonesia yang lerdri dari presiden
beseria para menter.

2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi
Jawa Barat.

3. Gubemur adalah Gubemur Jawa Barat.

4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah
Kabupalen Bogor.
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10.

1.

Bupati adalah Bupali Bogor.

Camal adalah kepala kecamatan sebagai
Perangkat Daerah Kabupalen Bogor.

Desa atau yang dsebul dengan nama lain adalah
kesaluan masyarakal hukum yang memiki
kewenangan uniuk mengalur dan mengurus
kepenfingan masyarakal selempal yang dakui
dalam sistem pemerintahan nasional dan berada d
daerah kabupaten.

Pemerintahan Desa adalsh kegiatan pemeriniahan
yang diaksanakan oleh Pemeriniah Desa dan
Badan Perwakilan Desa.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang
dsebut dengan nama lan dan perangkat desa.

Badan Perwakilan Desa alau yang dsebut dengan
nama lain yang selanjulnya dsebut BPD adalah

badan perwakilan yang lerdn alas pemuka-pemuka

masyarakal yang ada d desa yang berfungsi
mengayomi adat isiadal, membuat peraluran desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakal,
serla  meakukan  pengawasan  lerhadap
peny elenggaraan Pem erinlahan Desa.

Peraturan Desa adalah semua peraluran yang

dietapkan deh kepala desa setelah mencapat
persetuuan Badan Perwakilan Desa.

12. Anggaran .......
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13.

14.

.

16.

Anggaran Pendapalan dan Belania Desa yang
selanijulnya dapal dsebul APB-Desa, adalah
rencana anggaran {shunan program umum
pemeriniahan don pembangunan desa yang
djabarkan dan dterjemahkan dalam angka-angka
rupiah, yang terdri alas bagian pendapatan dan
bagian pengeluaran.

Tahun anggaran desa adalah sama dengan tahun
anggaran negara, yang dbuat unituk kurun wakiu
12 (dua belas) bulan, kecuali jka dtentukan lain
berdasarkan peraluran yang berlaku.

Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan
sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.

Bendaharawan Desa yang selanjulnya dsebut
bendsharawan adalah seseorang yang dtugaskan
unluk meneima, menyimpan, membayar atau
menyerahkan uang, sural-sural berharga dan
barang-barang milik desa serla
mempertanggungjawabkannya,

Tunlulan perbendaharaan adalah sualu lata cara
perhitungan terhadap bendaharawan, jka dalam
penguusannya {erdapat kekurangan
perbendaharaan dan terhadap bendaharawan yang
bersangkutan dharuskan mengganti kerugian.



17.

18.

19.
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Tuntutan ganli rugi adalah sualu proses tfuniutan
terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan
sebagai bendsharawan, dengan {ujuan menuniut
penggantian  kerugian  dsebabkan  deh
perbualannya melanggar hukum dan  atau
melalakkan kewajibannya atau fidak melaksanakan
kewajbannya sebagaimana meslinya sehingga
bak secara langsung maupun lidak langsung
menimbulkan kerugian bagi desa.

Pendapatan adalah balas terendsh dalam
anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pengeluaran adalah batas lerlinggi dalam anggaran
pendapatan dan belanja desa.

BAB I

PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA

. Bagian Pertama

Tata Cara Penyusunan APB-Desa

Pasal 2

Seliap menjelang {ahun anggaran baru bupali
memberikan pedoman  penyusunan APB-Desa
kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal3......
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Pasal 3

{1) APB-Desa sebagaimana dmaksud dalam Pasal 2,
dietapkan sefiap tahun deh kepala desa dengan
peraluran desa, selambal-lambalnya salu bulan
selelah ditetapkan APBD Kabupaten.

{2) Peraluran desa tenlang APB-Desa dielapkan
selelah mendapal perselujuan BPD.

(3) Peraluran desa sebagaimana dmaksud dalam ayat
{2), selambat-lambatnya 14 {empal belas) han telah
dsampaikan kepada bupali dengan {embusan
kepada camat.

Pasal 4

{1) Pengdluaran lidak dapal dbebankan pada APB-
Desa jka unfuk pengeluaran {ersebut tidak tersedia
dan atau tidek cukup dananya dalam APB-Desa.

(&) Kepala desa dlarang melakukan atau menjanjkan
pengeluaran atas beban anggaran desa kecual
yang telah dietapkan dalam APB-Desa.

(3) Pelaksanaan pengeluaran diekukan berdasarkan
pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai
dengan rencana program/kegiatan serfa fungsi
APB-Desa. .



Bagian Kedua
Susunan dan Bentuk APB-Desa
Pasal 5

{1) APBDesa lerdri alas bagian pendapalan dan
bagian belanja.

(2) Bagian belanja terdiri alas belanja rubin dan be!an;a
pembangunan.

Pasal 6
(1) Bagian pendapalan lerdiri alas 6 (enam) pos
sebagai berikut :
a. sisa lebih perhitungan anggaran tatwn lalu;
b. pendapatan asli desa;
C. bantuan dar Pemerinteh Kabupalen;

d. banluan dari Pemerinteh dan Pememtah
Propinsi;

€. sumbangan dan phak keligs;
f. pinjaman desa.

{2) Sefiap pos terdri dari ayat-ayal.
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Bagian Ketiga
Tata Usaha Keuangan Desa
Pasal 8

(1) Pada sekrelariat desa seliap {shun anggaran
dpergunakan buku administrasi keuangan desa
sesuai peraluran perundangundangan  yang
berlaku, yang dkelola oleh bendaharawan desa.

2) Seliap pendapalan dan pengeluaran keuangan
desa harus dcalat d dalam buku adminisirasi
keuangan desa dan seliap pengeluaran keuangan
desa harus mendapatkan perselyuan dan kepala
desa, sesuai dengan bukli pengeluaran yang dapat
diperlanggungjawabkan.

Bagan Keempat

Mekanisme dan Persyaratan
Pengangk aten Bendaharawan Desa

Pasal 9
(1) Bendaharawan desa dangkat dan dberhentikan

deh kepala desa selelah mendapat percetujuan
dariBPD.

- @) Dalam .......
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(2 Dalam keadaan mendesak kepala desa dapat
memberhentkan dan mengangkal bendaharawan
{anpa menunggu perselyuan BPD, dengan
kewsjban melaporkan kepada BPD selambat-
lambatnya7? (lujuh) hari setelah pengangkalan atau
pemberhentian tersebut.

3) BPD dapal mendlak alau menyelujui keputusan
tenfang pengangkatan alau pemberhenlian
tersebut.

{4) Dalam hal keputusan tersebut didak deh BPD,
maka kepala desa mengajukan calon lain,
selambat-lambatnya 15 (ima belas) hari.

) Syarat-syaral unluk menjad bendsharawan
sebagaimana dmeksud dalam ayal {1) adaleh
sebagai berikut :

a. memilki mental yang bak, berdedkasi dan
loyalitas yang tinggi;

b. memiliki pengelahuan tentang
pengadminisirasi.an keuangan.

{6) Bendaharawan desa melakukan tugas menerima,
menyimpan,  mencalal, membayar  alau
menyerahkan uang, sural-sural berharga dan
barang-barang milik desa alas perintah kepala desa
dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
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BagarKelima
Pembahasan APB-Desa
Pasal 10

(1) Pembahasan rancangan APBDesa dlaksanakan
oleh kepala desa dan Badan Perwakian Desa.

{2) Tiga hari sebelum pelaksanaan rapat BPD, kepala
desa harus sudah menyampakan rancangan APB-
Desa kepada BPD.

Bagian Keenam
Perubahan APB-Desa
Pasal 11

{1) Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan
tejadi perubahan pendapatan maupun belanja,
maka kepala desa dharuskan membual perubahan
APB-Desa.

{2) Perubahan APB-Desa dilakukan hanya 1 {salu) kali
dalam 1 {salu) fahun anggaran yang diaksanakan
pada akhir tiwulan kefiga anggaran berjalan yang
ditetapkan dengan peraturan desa.

(3) Perubahan anggaran desa dielapkan dengan

peraturan desa oleh kepala desa selelah mendapat
perselujuan BPD.

{4) Penelapan .....
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{4) Penetapan peraturan desa sebagaimana dmaksud
dalam ayat (2) dlakukan segera selelah perubahan
Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah
Kabupaten dtetapkan.

{0) Peraluran desa sebagaimana dmaksud dalam ayat
), selambailambainya 14 (empal belas) har
setelah dielapkan, harus disampakan kepada
bupali dengan tembusan kepada camal.

{6) Benluk pensbahan APB-Desa beserla rinciannya
dalur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Bagian Ketujuh
Mekani sme dan Bentuk Pertanggungiawaban
Pasal 12

(1) Selambaldambalnya 3 (liga) bulan selelah
berakhimya fahun anggaran, kepala desa waib
mempertanggungiawabkan APB-Desa  dengan
membuat  perhitungan  APBDesa  uniuk
dsampaikan kepada BPD. '

(2 Apabila  pertanggungjawaban  sebagaimana
dmaksud dalam ayal (1) didak deh BPD, maka
kepala desa wajib menyempumakannya selambal-
tambatnya 30 {iga puiuh ) hari sejak penolakan.
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. 3) Perhitungan APB-Desa sebagaimana dmaksud
dalam ayat (1) dietapkan dengan peraturan desa.

{4) Peraluran desa sebagaimana dmaksud dalam ayal
2} selambatHambalnya 14 (empal belas} hari
sefelah dielapkan, harus disampakan kepada
bupati dengan {embusan kepada camat.

() Bentuk perhilungan APB-Desa beserla rinciannya
diatur lebih lanjut dengan kepulusan bupali

Bagian Kedelapan
Pengawasan APB-Desa
Pasal 13

Pengawasan alas pelaksanaan pengeloaan APB-
Desa diakukan deh BPD, aparat pengawas fungsional
dan alau perangkat daerah berdasarkan peraturan

pesundang-undangan yang beriaku.
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Bagian Kesembilan
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Pasal 14

{1) Bendaharawan berlanggungjawab atas seliap
kekurangan perbendaharaan yang fejad dalam
pengurusannya, keouali apabla i@  dapal
membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan atau
kelalaian alas kekurangan perbendaharaan
tersebut.

{9 Tunlutan perbendaharaan dialakan alas dasar
perhitungan yang dberikan odeh bendaharawan
yang bersangkutan kepada kepala desa.

{3) Apabila bendaharawan lalai membuat perhilungan,
kepala desa memberkan {eguan kepada
bendaharawan.

{4) Setelah dberkan teguran ferdulis 3 (liga) kali
berfurul-furut dan bendaharawan mash belum
menyampaikan perhiltungan maka kepala desa
dapal menunjuk seorang pegawai unluk membuat
perhitungan.

Pasal 15
(1) Semua perangkal desa dan pegawai desa lainnya

yang bukan bendaharawan bla merugkan desa
dkenakan funtutan ganti rugi.
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{2 Tunlutan ganli mugi harus didasarkan  alas
kenyalaan yang sebenamya dan fidak dapal
diakukan atas dasar sangkaan alau dugaan.

Pasal 16

Bendaharawan, perangkal desa dan pegawai desa

lainnya vang keberatan terhadap penelapan kepala
desa tenlang funtulan perbendaharaan alau tuniulan

ganti rugi, dapat mengajukan keberatan kepada bupati
setelah teriebih dahulu mengajukannya kepada BPD.

Pasal 17

Proses dan fatacara funlulan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi diatur lebih lanjut dengan kepulusan
bupati.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berdakunya peraluran daerah inj maka semua
ketentuan yang mengatur APB-Desa dan kelentuan-
ketentuan fan yang berientangan dengan peraturan
daerah ini dnyatakan fidak berlaku.
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Pasal 18
Halhal lain yang belum cukup dalur dalam peraturan

daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
dietapkan lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
dundangkan.

Agar seliap orang mengelahuinya, memenntahkan

pengundangan peraluran daersh il dengan
penempatannya dalam lembaran daerah,

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 27 Mei 2000.

BUPATI BOGOR,
ttd
AGUS UTARA EFFENDI.
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Di undangkan di Cibinong.
pada tanggal 27 Mei 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR,

ttd
DUDDY SUJUDL.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

MUSLHAT, MM.

NIP. 010. 081. 222.



